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PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mw
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat yang diajukan oleh:
Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik warung
makan, tempat kediaman di Kabupaten
Manokwari Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Kurnia S.H. & Rekan,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang
beralamat di Jalan Belibis, Wosi, Manokwari, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manokwari Nomor 1/K.KH/2019/PA.Mw., tanggal 5
Maret 2019, sebagai Penggugat.
melawan

ergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Jalan Belibis, Kelurahan Wosi, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai

Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.

Telah memelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
4 Maret 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal
5 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan
Pernikahan pada tanggal 11 Desember 2015 di hadapan Pejabat Pencatat
Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah NoOmor XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di
keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten
Manokwari tertanggal 12 Januari 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun dan tinggal bersama beserta anak-anak Tergugat dari istri
pertama Tergugat, di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
dikarunia anak hingga gugatan ini disampaikan.

4, Bahwa Pada awalnya Pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan
September sampai bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat
kerap terjadi persilisahan terkait sikap dan perilaku Tergugat yang lebih
mendengar dan menjalankan perintah anak-anak Tergugat baik dalam usaha
maupuna dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang
terkesan bahwa Penggugat hanya pelengkap dan penderita bagi Tergugat
dan keluarganya.

5. Bahwa Penggugat sudah berulangkali dan mencoba
bicara dan mengingatkan Tergugat, untuk terbuka dengan Penggugat dalam
urusan apapun. Seperti halnya pembelian Ruko di Kota Makasar yang
diatas namakan salah satu anak bawaan Tergugat, yang coba didtutupi oleh
Tergugat dari Penggugat. bahwa hal ini membuat Penggugat dan Tergugat
terjadi kesalahpahaman dan perselisihan terus menerus,dan menambah
tekanan lahir dan bathin bagi Penggugat, seolah olah Penggugat menikah
dengan Tergugat dikarenakan harta yang ada pada Tergugat, padahal anak
anak Tergugat adalah keponakan Tergugat sendiri.

6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat. Penggugat

mencoba bersabar, dengan harapan ada kesadaran dari Tergugat, malah
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Tergugat dan keluarga Tergugat tambah menyisihkan Penggugat selaku istri
Tergugat,
7. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 Penggugat izin
kepada Tergugat untuk ke Ransiki untuk mencari peluang usaha, dan
membuka usaha untuk tambahan penghasilan keluarga dan berjalan cukup
baik, hal ini membuat Penggugat bolak balik Ransiki Manokwari dengan
tetap menjalakan kewajiban sebagai istri Tergugat walupun betul harus
Penggugat akui pengabdian Penggugat sebagai Istri dari Tergugat menjadi
tidak maksimal, dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Ransiki dan
Manokwari. Hal ini semata mata Penggugat ingin tunjukan bahwa ihtiar yang
dilakukan Penggugat bisa menghidupi Penggugat sendiri khususnya bahkan
bisa menjadi tambahan penghasilan bagi Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa benar saat Penggugat berada di Ransiki,
sekitar Bulan Oktober 2018  Tergugat menelepon Penggugat dan
menyatakan mentalak Penggugat tanpa alasan apapun atau menyuruh
Penggugat datang ke Manokwari.
9. Bahwa atas pernyataan talak Tergugat, pada
Penggugat, pada Bulan Februari 2019 Penggugat datang ke Manokwari, dan
mengutus orang yang dituakan oleh Penggugat untuk datang pada Tergugat
dan keluarganya terkait kelangsungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan tabayun atas kesungguhan pernyataan talaknya pada
Penggugat. dan Tergugat mengatakan pada utusan Penggugat untuk
diuruskan di Pengadilan.

10. Bahwa sejak pernyataan Tergugat sebagaimana angka

8 dan 9 di atas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin
tidak menentu,

11. Bahwa Tergugat selama Penggugat berada di Ransiski

sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir yang menjadi hak Penggugat.

12. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat dan keluarga
terhadap Penggugat, Penggugat megalami tekanan lahir dan bathin.

13. Bahwa dengan uraian dan kejadian di atas, rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi
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dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang
sakinah sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU No 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang
tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat di pertahankan
lagi,dan oleh karenanya maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan
Agama Manokwari kiranya dapat memutuskan putusan sebagai berikut :

J Mengabulkan gugatan Penggugat .

o Menjatuhkan talak dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

o Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
Bilamana Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon diputus
dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpisah, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama  Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal
12 Januari 2016, telah di nazegelen, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

T, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi mengaku sebagai saksi pernikahan Penggugat
dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira
tahun 2015, namun selama menikah belum dikaruniai anak.

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus
duda empat orang anak.

- Bahwa istri pertama Tergugat yang telah meninggal dunia adalah kakak
kandung Penggugat.

- Bahwa sejak sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Makassar
namun Penggugat tidak setuju, selain itu juga disebabkan anak-anak
Tergugat turut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan
Tergugat.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2018, Penggugat berangkat ke Ransiki
dengan maksud membuka warung makan di Ransiki untuk membantu
perekonomian keluarga.

- Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat memberitahu saksi dan
menyatakan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Penggugat dan sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun Penggugat tinggal di Ransiki,
namun sering ke Manokwari dan mengurus Tergugat.

- Bahwa selama Penggugat membuka warung di Ransiki, Tergugat tidak
menafkahi Penggugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak berkomunikasi, dan tidak saling berkunjung.
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- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira
tahun 2015, namun selama menikah belum dikaruniai anak.

- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda
beranak empat.

- Bahwa sejak sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal di
Makassar hamun Penggugat menginginkan tinggal di Ransiki selain itu
juga disebabkan anak-anak Tergugat sering mencampuri urusan
rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sejak sekira pertengahan tahun 2018, Penggugat ke Ransiki untuk
membuka warung makan dalam rangka membantu perekonomian
keluarga.

- Bahwa sejak sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan ingin
mengakhiri rumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak berkomunikasi, dan tidak saling berkunjung.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak menafkahi
Penggugat.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat,
Penggugat membuka warung di Ransiki.

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan

rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang

telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada
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pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta

mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang
perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir
dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus

diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati
Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara
(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan
penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara
a quo yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal
ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi
dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
pada pokoknya disebabkan sejak bulan September 2018, antara Penggugat
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dan Tergugat sering berselisin  disebabkan Tergugat cenderung mendengar
anak-anak Tergugat daripada Penggugat selain itu juga disebabkan Tergugat
tidak terbuka dalam segala hal dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat
bahkan ketika Tergugat membeli Ruko di Makassarpun Penggugat tidak
diberitahu oleh Tergugat, kemudian sekira bulan Juli 2018 Penggugat berusaha
membuka peluang bisnis di Ransiki untuk membantu perekonomian keluarga
ternyata Tergugat malah berkeinginan pisah dengan Penggugat, dan meskipun
telah diupayakan perdamaian dan tabayun namun Tergugat tetap pada
pendirian semula ingin mengakhiri rumahtangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan
kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa
Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalii gugatan Penggugat tidak
dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalii gugatan
Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat
Kitab Ahkamul Qur'an juz Il halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat
majelis yang berbunyi sebagai berikut :

- 1~ ° = _ n
5830 ald puoliuall PSS 8o oS5 | 63 O3
ARENBAIS
Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di

persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan

itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya“.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di
persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu
persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat
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(bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil
gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara lex specialis merupakan
sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de
grote leugen) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang
yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya:

. Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, belum adanya anak selama dalam perkawinan,
status gadis dan duda serta adanya pertengkaran dalam rumahtangga
tersebut.

. Para saksi mengetahui sekira tahun 2018, antara
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah tempat
tinggal, dan adanya campur tangan anak-anak Tergugat dalam
rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

. Para saksi mengetahui sekira pertengahan tahun 2018,
Penggugat ke Ransiki dengan maksud membuka warung makan untuk
membantu perekonomian keluarga.

. Sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan akan
mengakhiri hidup berumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu,
antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

. Para saksi mengetahui setelah pisah tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak
berkomunikasi lagi.

o Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan
perdamaian, namun tidak berhasil.
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sehingga dari keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut
Majelis Hakim berpendapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, berkaitan dengan
adanya pertengkaran karena masalah tempat tinggal dan adanya
campurtangan anak-anak Trergugat dalam rumahtangga Penggugat dengan
Tergugat, hal mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-
bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada
tanggal 11 Desember 2015, namun selama menikah belum dikaruniai
anak.

- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus
duda beranak empat.

- Bahwa sejak sekira tahun 2018, rumahtangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi petengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan adanya
campur tangan anak-anak Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan
Tergugat.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Penggugat ke Ransiki dengan
maksud membantu perekonomian keluarga dengan membuka warung
makan.

- Bahwa sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan akan mengakhiri
hidup berumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu, antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
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- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling berkunjung dan tidak berkomunikasi.

- e Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan,
bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara
keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik
dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka
dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat
mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah
fighiyah yang berbunyi:

CJ.LG.QJ.I ud.z uJJ« p..x.§.o. sanléoll £
Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik
kebaikan/ kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu
mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:
1. Kitab Fighus Sunnah Juz 1l halaman 290:

zoill Glyiclsl arg )l ay ool sallalses e 13l
3289 lelliol o & sl plgs azo Jlay Lo <10Vl S
sl aill wuolall slb Mo Yl oo oo Ll

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
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sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama
sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu
bain”.
2. Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Athalag juz |
halaman 83:

wilbiai gz SMall pllai pMuwdl Ll a8
cbo Y5 wlai lgd gaiy ars ply pizo il 8Ll
0Y Tou m o 8500 Tloill dlayl quai cuss
ool ol Gle S of olise lsaiwdl

allasll zs, oLl alls l3mg 25all uully

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa
ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal
tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan
kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka Majelis Hakim
memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan
bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi
ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya
itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh
karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, sudah sedemikian rapuh (broken marriage), maka cukup alasan bagi
majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan
tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan
adalah talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan
hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(OXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim
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Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah oleh
Dra. Farida Hanim, M.H., Ketua Majelis, Riston Pakili, S.HI., dan
Sriyanto, S.HIl., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd ttd
Riston Pakili, S.HI. Sriyanto, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya:
1. Pendaftaran Rp  30.000
2. Proses Rp  50.000
3. Panggilan Rp 300.000
4. Meterai Rp 6.000
5. Redaksi Rp  10.000
Jumlah Rp 396.000

Terbilang : “tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah”
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